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PUTUSAN
Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Dmk

-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Strata |, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK,
sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Strata |, tempat kediaman di KABUPATEN BREBES,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27
Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:
1236/Pdt.G/2023/PA.Dmk, tanggal 27 Juni 2023, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Perawan) adalah istri sah dari Tergugat (Jejaka)
yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2019 di
hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX yang terdaftar dalam daftar yang disediakan
untuk itu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
0550/155/V111/2019 tertanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih bergantian
tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berlamat di xxxxx XxxX, -,
XXXXXXXXX XXXXXKKXK, XXXXXXXXX XXXXX dan di rumah orangtuanya Tergugat
yang berlamat di Desa Pebatan RT 02 RW 01, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX. Terahir tinggal bersama pada April 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya
suami istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama -,
Laki-laki, Brebes, 29 Juni 2020, Umur 3 tahun. Sekarang dalam asuhan
Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan yang di sebabkan karena :
. Tergugat memiliki banyak hutang banyak tanpa sepengetahuan
Penggugat;

o Tergugat meminta modal usaha kepada Penggugat tetapi

Penggugat tidak dibagi hasilnya sedikitpun;

o Tergugat bersifat keras kepada Penggugat;

o Tergugat kalau marah sering hampir ngucap talak kepada

Penggugat;

o Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh

Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
April 2023, yang disebabkan sebagaimana tersebut pada poin 4 kemudian
Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orangtuanya yang bernama
Bapak - di XXXXX XXXX, =, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX. Sampai
sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan
selama pisah rumah 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi
komunikasi lagi selayaknya suami-istri;
6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bermasalah pihak keluarga
sudah berusaha untuk mendamaikannya, Akan tetapi Penggugat dan
Tergugat tetap tidak mau melanjutkan perkawinan ini sehingga tidak ada
hasilnya oleh karena itu, Penggugat menyerahkan sepenuhnya
penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;
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7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan

hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat

sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini

dikabulkan;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada yang di bawah

umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh

karena itu Penggugat mohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak
hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi

kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana

layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali,
maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan
perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak atau Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini agar dengan segera memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugro Tergugat TERGUGAT Terhadap

Penggugat PENGGUGAT;

3. Menetapkan Hak asuh anak bernama - diberikan kepada Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

SUBSIDAIR:
Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya.
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi
dengan bantuan mediator bernama Toro Masiran, S.H., M.H., namun mediasi

tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,
kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah mediasi
Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321066410950001, yang
dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX
XXXxX, tanggal 06 Maret 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,
diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0550/155/VI11/2019 tanggal 19
Agustus 2019, yang dikeluarkan dari KUA Wonosalam XXXXXXXXX XXXXX
Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,
diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3329-LT-18112021-
0078, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
XXXXXXXXX XXXXXX, tanggal 18 November 2021, bukti tersebut telah diberi
meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
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Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxX, tempat tinggal di KABUPATEN
DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah
tahun 2019 dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan
Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah
tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat,
dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan
April 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke
rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh
Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada
anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
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2. SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,
saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah
tahun 2019 dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah
tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat,
dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan
April 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke
rumah orang tuanya hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh
Penggugat.

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada
anaknya;
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- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan
menjatuhkan Putusan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi
di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap
telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, baik dalam persidangan maupun di luar
persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Toro Masiran, S.H., M.H.
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016
tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara
pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara
Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini
secara Absolut;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak
bulan Januari tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat memiliki
banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang dalam
memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan April tahun
2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang
tuanya hingga sekarang dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah
mediasi Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan
yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex
Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang
siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk
menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan
hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut,
Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan
dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat P.1, P.2 dan P.3
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Penggugat
(bukti P.1), maka berdasarkan pasal 73 ayat (1), maka Pengadilan Agama
Demak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini
secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta
autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat
dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu
gugatan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohanan cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa selama
pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, Laki-
laki, Brebes, 29 Juni 2020, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
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Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat mengenai dalil-dalil dari Posita gugatan Penggugat adalah fakta
yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena
itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal
172 HIR,;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat
dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P.1 s/d P.3), 2
(dua) orang saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan,
maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum

pernah bercerai;

Bahwa benar setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua
Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut diasuh

oleh Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

perselisihan yang puncaknya sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan
Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada
Penggugat;
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Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal dan dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak pernah
rukun kembali;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai
terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran
yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal
bersama tanpa saling pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa secara yuridis normatif permohonan Penggugat untuk
menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang
melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan
untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perspectiv ketentuan
tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti
dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas
terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi
keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran,
sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai
bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal
mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa
hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
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yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang
dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi
dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas
yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan
bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak
ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan
perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan
perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan
Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat
dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa
dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage).
Penggugat sudah tidak lagi memiliki personal care and attention based on love
and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan),
sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu
pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan
dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat
dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam
persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi
gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan
Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga
pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat
(kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
sebagaimana petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Figh yang diambil alih
sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
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rllaall cda Lo a0la duddal) ¢ 0

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada
mencapai kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama

figh dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholag untuk selanjutnya

menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :
giis plo arxg il 8L>)l U ylnioi 0u> GMall plbi adaY Lkl 2
cboYs pai are
olizo ;L0 OY 7o) Jif Ve b9:a duzg )l alos | quas cu>s
VI PLCH Ui
allae)l 2o, oLl Iang susoll ramdl O1zg )l 251
Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap
tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena
meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu
pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu
sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap
timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim
berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi
dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (brokendown
marriage), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang
menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga
Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat
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mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat

ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

B Siadars BT Bl bl os S8 O al oo

da>

b2 TeEiae 2% AT

Do aaE piln I A 588

Terjemahnya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya  diantaramu  rasa kasih dan  sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi
unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan
kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum
angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu
minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama -, Laki-laki, Brebes, 29
Juni 2020, yang sekarang ikut Penggugat dan anak tersebut belum mumayyiz
atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pertimbangan-
pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut
dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan
terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak
yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -,
Laki-laki, Brebes, 29 Juni 2020, maka kepada Penggugat diperintahkan agar
memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya
perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada
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Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan
pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-
peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT binti -);

3. Menetapkan anak yang bernama -, Laki-laki, Brebes, 29 Juni 2020,
berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban
Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu
dengan anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di
Demak pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai
Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Siti Khoiriyah, S.H.l., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis
Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Erma Damayanti, S,H. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
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Drs. H. Sofi'ngi, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Makali Siti Khoiriyah, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H.

Perincian Biaya :
1. Biaya Pendaftaran : R 30.000,0

p 0
2. Biaya Proses : R 75.000,0
p 0
3. Biaya : Rp 380.000,00
Pemanggila
n
4. PNBP : Rp 20.000,00
Panggilan
5. Biaya : Rp 10.000,00
Redaksi
6. Biaya Meterai : R 10.000,0
p 0
Jumlah : R 525.000,
p 00
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